KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : .44 /Kpts/KPU-Kab.006435450/X1/2017
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ILIR SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57
ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/
Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang
Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ogan Komering Ilir serta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera

Selatan ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4

Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5




-

Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801)sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

01 Tahun 2010;
8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum




.=

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

O. Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 03
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/
Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupat,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
566) sebagaimana telah diperbaharui dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2018;

Memperhatikan . 1.Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 9
Oktober 2017 Nomor : 86/BA/X/2017 tentang
Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan  Komering  Ilir,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara
(PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun

2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 8
November 2017 Nomor : 97/BA/X/2017 tentang
Penetapan nama-nama Panitia Pemungutan
Suara (PPS) se-Kabupaten Ogan Komering llir
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan
Komering Ilir Tahun 2018;




Menetapkan

KEDUA

*e

sl

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR
SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.
Menetapkan Nama-nama Panitia Pemungutan Suara
(PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Ogan Komering Ilir serta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan
Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :

a. Membantu KPU Kabupaten Ogan Komering
[lir dan PPK dalam melakukan pemutakhiran
data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil
perbaikan, dan DPT;

b. Membentuk KPPS;

c. Melakukan verifikasi dan  rekapitulasi
dukungan Pasangan Calon perseorangan,

d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran
data Pemilih kepada KPU Kabupaten Ogan
Komering Ilir melalui PPK;

e. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas
pemutakhiran data pemilih;

f. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban
TPS kepada KPU Kabupaten Ogan Komering
[lir melalul PPK;

g. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan
Keputusan PPS;

h. Melaporkan nama Anggota KPPS, petugas
pemutakhiran data pemilih dan petugas
ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada
KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui
PPK;

i. Mengumumkan daftar pemilih;

j. Menerima masukan darl masyarakat tentang
DPS;

k. Melakukan perbaikan dan mengumumkan
hasil perbaikan DPS;

. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh

KPU Kabupaten Pati;
m. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;




B

n. Melaksanakan semua tahapan
penyelenggaraan  Pemilihan di  tingkat
Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh
KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir dan PPK;

o. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya;

p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak
suara setelah penghitungan suara dan setelah
kotak suara disegel;

q. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS
kepada PPK pada hari yang sama setelah
terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS
dan tidak memiliki kewenangan membuka
kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan
laporan yang disampaikan oleh PPL;

s. Melakukan evaluasi dan membuat
laporan setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah kerjanya,

t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan

Pemilihan, kecuali dalam hal
penghitungan suara;
v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan

kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan, KPU Kabupaten Ogan
Komering Ilir, dan/atau PPK

KETIGA : Menetapkan masa Kkerja Keanggotaan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan

Komering Ilir serta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

terhitung mulai Bulan November 2017 Sampal

dengan Bulan Juli 2018;

Segala Biaya yang timbul sechubungan dengan
diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran

2017/2018;




KELIMA

B

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu
dapat diubah jika ada kekeliruan dalam keputusan

ini di kemudian harni.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

DEDI IRAWAN




